
MENTERI DALAM NEGERI
RIPUBLIK INDONESTA

PTRATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 22 TAHUN 2OO9

TENTANG

PETUNJUH TEHNIS TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EsA

MENTERI DAISM NEGERI,

Menimbang

MenElingat

Menetapkan

bahwa untuk nrelaksanakan ketentuan pasal T hurut e peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun aCIo7 tentanE Tata cara pelaksanaan
Kerja sama Daerah, perlu menetapkan peraturan Menterl Dalam
Negeri tentang Petunjuk Teknls Tata Cara KerJa Sama Daerah;

: 1. undang-undang Nomor 3a rahun 2004 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik lndonesla Tahun zoo4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 44gr}
sebagaimana telah diubah beberapa kall, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 3? Tahun a004 tentang pemerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2o0g Nomor Eg,
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g441;

2. Undang-undang Nomor 3g Tahun 2009 tentang Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 200g Nomor i66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesla Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor E0 Tahun 2007 tentang Tata cara
Pelaksanaan Kerja sama oaerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun za07 Nomor 112, Tambahan Lembaran t*tegara
Eepublik lndonesia Nomor a761);

MEMUTUSHAN:

: PERATURAN MENIEHI DATAM NEGERI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menterl ini yang dimaksud dengan :
.t h^^--L -r-r-l



b. WakllKetua I

c. WakllKetua ll
d. Sekretaris

e. AnggotaTetap

b.

c.

f. Anggota Tldak Tetap : 8.

b.

c.

: Aslsten yang membldangl korJa sama daerah
: Kepala Bappeda

: Kepala Baglan yang membldangl kerJa sama daerah
: a. Kepala Baglan Hukum

ltepala Ba{lan Fertrsrlntahaa
ttepala $ltFO ,yan$, meraltdang keuang4n dan
pengelolaan asset

ttepala SttPE yrflIf melaksanakEn lrarJa stma,
$epala SltF* y*r19 tarkfilt dsngaa petaksene**
kerJa sama

TenagF ahl/pakar

Pasal T
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Pasal 8

Pasal I

22 ltr{ 2009

NEGERI,

TKKSD Provlnsl dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tuglasnya sebagalmana
dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tlm Tet<nts untuk
menyiapkan materlteknls terhadap obJek yang akan dlkerJasamakan,

(1) Keda $ama daerah yang membebanl Anggaran Pendapatan dan BetanJa Daerah
Provlnsl dan masyarakat serta anggarsnnya belum tersedla dalam APBD Frovinsi
tahun anggaran berJalan harus mendapat persetuJuan darl Dewan perwakilan Rakyat
Daerah Provlnsl.

(2) Xerja sarna daerah yang membebanl AnglElaran Pendapatan dan BelanJa Daerah
KabupatenlKota dan masyarakat serta anggirannya belum tercedla dalamAnggaran
Pendapatan dan BelanJa Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran berJalan harus
mendapat persetujuan darl Dewan Perwakllan Rakyat Oaerah Kibupaten/Kota.

Ealern hal ltqia,*ama daerah rnernanfaa{<an qgqet b*r*rg m;llk daarah dan rcalaknl+aa
pengadaan barang dan Jasa pemerlntah, dltaksanarran' oencil-;;rd;;il ;;;;
Beratfl r6n perund_alrg[*I ndangE*,

Pasal 10

Peraturar il,tent+rl tnl mslal b*rtakupada tan$gfal *ttatepka*.

: DeKretans uagran


